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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan 
Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah 
mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013, Politeknik Pelayaran Surabaya pada 
Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang 
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013, Menteri Perhubungan 
melalui Surat Nomor: KU.202/154/16 PHB 2015 tanggal 5 November 2015, telah 
mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik 
Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 

2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 
No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN 
Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).  
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada 

Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan 
oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian 
Perhubungan kepada pengguna jasa. 
Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian 
Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak 
lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada 
masyarakat. 
Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama 
operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran 
Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain. 
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 85/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik 
Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2016. 
 


